BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi

dampak kebijakan kenaikan harga BBM di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota
Kefamenanu Kabupaten TTU, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan
harga BBM merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk
mengatasi permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia dan ICP
(Indonesian Crude Price) serta untuk kestabilan APBN melalui pengurangan
subsidi BBM bagi masyarakat serta untuk pengalihan subsidi bahan bakar yang
tepat sasaran. Akan tetapi selain tercapainya hasil/dampak yang diharapkan dari
kebijakan tersebut, terdapat dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan
tersebut yang menimbulkan berbagai permasalahan dimasyarakat. Sesuai dengan
uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas, Upaya vyang dilakukan pemerintah untuk mengatasi
permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia dan kestabilan APBN
melalui kebijakan kenaikan harga BBM telah mencapai tujuan/dampak yang
diharapkan dari kebijakan tersebut dan dirasakan oleh masyarakat di
Kelurahan Maubeli Akan tetapi, dampak yang tidak diharapkan dari
kebijakan ini lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan dengan
dampak/hasil yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini.
Sehingga masyarakat juga merasa kesulitan akan pemenuhan kebutuhan

sehari-hari  dikarenakan kenaikan harga BBM menyebabkan ikut
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meningkatnya harga bahan-bahan pokok, tarif angkutan, serta biaya-biaya
kehidupan lainya yang juga ikut meningkat.

Efisien, Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM ini tujuan/dampak
yang diharapkan dari kebijakan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat.
Sebab, melalui kebijakan ini, maka anggaran dari pengurangan subsidi
BBM dapat anggarkan pada pembangunan dibidang-bidang kehidupan lain
seperti pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini telah tercapai, akan tetapi
dampak yang tidak diharapakan dari kebijakan kenaikan harga BBM inilah
yang justru menjadi suatu permasalahan yang paling dirasakan oleh
masyarakat. Usaha serta pembiayan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak dunia
serta untuk kestabilan APBN telah mencapai hasil yang diharapkan, akan
tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari
kebijakan ini yang sangat membebani masyarakat. Mulai dari kenaikan
harga bahan-bahan pokok (sembako), kenaikan tarif angkutan umum, serta
biaya-biaya hidup lainnya yang jyga ikut mengalami kenaikan sebagai
imbas dari adanya kebijakan kenaikan harga BBM ini sehingga membuat
masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.

Kecukupan, Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan
belum memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat karena kebijakan

tersebut selain memberikan dampak yang diharapkan dari kebijakan ini
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tetapi kebijakan ini juga memberikan dampak negatif atau permasalahan
lain yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Kelurahan Maubeli
seperti, permasalahan kenaikan harga sembako dan kenaikan tarif angkutan
yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga atas
alasan tersebut maka dari kriteria kecukupan kebijakan kenaikan harga
BBM ini  tidak  mencukupi karena  memberikan  dampak

negatif/permasalahan lain dari kebijakan ini sendiri.

Pemerataan, Dampak yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM
ini telah tercapai serta dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, akan
tetapi selain dampak kebijakan tercapai disisi lain juga terdapat dampak
lanjutan dari kebijakan ini yang menjadi suatu permasalahan bagi
masyarakat, dimana masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan ini.
Adanya kenaikan harga sembako dan kenaikan tarif angkutan umum
menjadi permasalahan yang paling dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan
Maubeli yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat serta membuat
masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga
distribusi manfaat/dampak yang diharapkan dari kebijakan kenaikan harga
BBM ini telah dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi dampak lanjutan yang
menjadi permasalahan dari kebijakan inilah yang paling dirasakan oleh
masyarakat saat ini.

Responsivitas, Kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan tidak
memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, dimana tingkat respon

masyarakat terhadap dampak/hasil dari kebijakan kenaikan harga BBM ini
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belum memuaskan kebutuhan dan preferensi masyarakat akan kebijakan
ini. Hal ini disebabkan menurut masyarakat dampak negatif dari kebijakan
ini menjadi dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat daripada
dampak yang diharapkan dari kebijakan ini, banyak masyarakat yang
mengeluhkan dan merasa kesulitan dengan dampak negatif dari kebijakan
ini yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

6. Ketepatan, Dampak dari pelaksanaan kebijakan ini belum tepat dirasakan
oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun kebijakan ini mengatasi
permasalahan penyeimbangan harga minyak dunia serta kestabilan APBN,
akan tetapi ada permasalahan lain yang ditimbulkan dari kebijakan ini yaitu
masyarakat semakin miskin, masyarakat kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari karena masalah kenaikan harga sembako serta adanya
kenaikan tarif angkutan yang menjadikan permasalahan kenaikan BBM ini
menjadi lebih kompleks. Keseluruhan fakta yang diungkapkan mengarah
pada kesimpulan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan

keputusan yang kurang tepat dan berdampak negatif terhadap masyarakat.

5.2.Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
peneliti memberikan saran terkait dengan Evaluasi Dampak Kebijakan Kenaikan
Harga BBM di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefaenanu Kabupaten
TTU, sebagai berikut :
1. Pemerintah perlu memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat serta

melakukan evaluasi mendalam terkait dampak lanjutan dari kebijakan ini,
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sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan suatu
alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalaham-permasalahan yang
ditimbulkan bagi masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan
kenaikan harga BBM ini.

. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi

dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan kenaikan harga BBM.
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Lampiran 1

Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2

Surat Keterangan Selesai Penelitian
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Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA
Dengan judul :
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KELURAHAN
MAUBELI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)

1.1. Identitas Informan

Nama

Jenis Kelamin

Umur

Pekerjaan/Jabatan

Tanggal Wawancara

1.2. Petunjuk Pengisisan

Bapak/ibu silahkan memberikan jawaban sesuai dengan arahan peneliti.
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1.3. Panduan Wawancara
1.3.1.Bagi Masyarakat

A. Efektivitas
1. Menurut bapak/ibu dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan harga
BBM, apakah hasil (dampak) dari kebijakan tersebut telah
tercapai ?
B. Efisisensi
1. Menurut bapak/ibu upaya serta biaya-biaya yang dikeluarkan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan minyak
dan kestabilan APBN melalui kebijakan kenaikan harga BBM
apakah sudah efisien?
C. Kecukupan
1. Menurut bapak/ibu melalui kebijakan kenaikan harga BBM ini
seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan/dampak dari
kebijakan ini memecahkan masalah?
D. Pemerataan
1. Menurut bapak/ibu apakah target serta dampak dari kebijakan
kenaikan harga BBM didistribusikan merata kepada semua
kelompok masyarakat?
E. Responsivitas
1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hasil/dampak dari

kebijakan kenaikan harga BBM ini?
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F. Ketepatan

1. Menurut bapak/ibu melalui kebijakan kenaikan harga BBM
yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan
penyeimbangan harga minyak dunia dan kestabilan APBN

apakah rasional serta benar-benar bernilai bagi masyarakat?
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Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian
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Wawancara bersama Ibu Nur Lia

Wawancara bersama Bapak Wiwin Riyoto
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Wawancara bersama lbu Maria Meni

Wawancara bersama Bapak Paulus Baok
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Lampiran 5

Struktur Organisasi Kelurahan Maubeli

LURAH
Simon Kapitan, S. Ip

Antonius Ketmoen, S. Sos

SEKLUR

SEKSI PEM. TRANTIB
Lusianti Bukifan, S. Ip

SEKSI EKBANG

SEKSI KESOS

Wilhelmina Lerek, S. Sos Regina E. Taklasi

Sumber: Profil Kelurahan Maubeli 2023
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Lampiran 6

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 218.K/MG.01/MEM.M/2022
TENTANG

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
ITERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[ENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

pimbang

a.

bahwa dengan meningkatnya harga minyak mentah
dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat
melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang
tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan
bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga
jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga
jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus
penugasan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
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Mengingat

1.

Minyak, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin
oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembarari Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
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Menetapkan

KESATU

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan
Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

: Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dj titik

serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

a.

minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN); dan

minyak solar (gas oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu
delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB).
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

¢ Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 di titik serah,
untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB).

: Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum
KEDUA mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September
2022 pukul 14.30 WIB.

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual
Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan

b. Diktum KETIGA Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang
Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KELIMA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIFIN TASRIF
Tembusan:

Presiden Republik Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menteri Keuangan

Menteri Badan Usaha Milik Negara

il B

Badan Usaha Penerima Penugasan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERWT&QERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

~KEPALA BIRO HUKUM,
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